BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Istilah teror muncul saat kejadian di Perancis pada tahun 1793. insiden ini
dinamakan The Reign Of Terror. Namun, istilah teror mulai ramai dipakai pasca
serangan WTC pada tanggal 11 Spetember 2001 di New York, Amerika Serikat.
Pemerintah AS menyebutkan insiden ini sebagai serangan teror, kemudian mereka
menyatakan perang melawan terorisme. Kebijakan ini berkembang dan menjadi
pendorong ke pelbagai negara di seluruh dunia untuk ikut memberantas dan
melindungi negara dari teror.

Teror yang terjadi di Bali pada tahun 2002 merupakan potret terorisme yang
ada di Indonesia. Pelaku merencanakan serangan tersebut secara rapi dan
terorganisir. Meskipun pelaku telah ditangkap dan di vonis oleh pengadilan serta
pemerintah telah membuat peraturan, namun tindak pidana terorisme tidak hilang
begitu saja. Mereka semakin gencar menyebarkan ideologinya dan menyerang ke
daerah-daerah lain di Indonesia seperti pengboman di Jakarta tahun 2003 dan di
Bali pada tahun 2005 untuk kedua kalinya. Melihat kondisi itu, maka perlu upaya
yang luar biasa dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme
yang disahkan oleh pemerinah dinilai masih memiliki kelemahan. Sehingga
pelbagai upaya untuk menutupi kelemahan tersebut selalu dilakukan oleh eksekutif

dan legislatif diantaranya merevisi RUU KUHP dan UU Terorisme.
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Bagian RUU KUHP yang mengatur tentang tindak pidana terorisme dinilai
akan menimbulkan masalah yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Draft tersebut
memperbolehkan penegak hukum menangkap dan mengadili bagi seseorang yang
mengikuti kelompok atau organisasi terorisme meski tidak melakukan tindak
pidana terorisme. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin
kebebasan berkumpul atau berserikat. meskipun telah dijamin berserikat dan
berkumpul oleh negara, sebagai warga negara harus menjaga kemanan dan
ketertiban negara.

Gagasan dalam RUU KUHP tersebut harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan lainnya, tujuannya agar tidak tumpang tindah dalam
penegakan hukum dan tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi. Hukum pidana
materiil dan hukum formil (seperti asas legalitas asas retroaktif dan asas praduga
tidak bersalah) sangat diperlukan supaya penegakan hukum tindak pidana terorisme
yang berdasarkan RUU KUHP tidak melanggar HAM. Penetapan status tersangka
oleh aparat penegak hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dengan berpedoman
kepada KUHAP. Sehingga jika seseorang yang ditangkap berdasarkan RUU
KUHP, maka peraturan tersebut sah dan tidak melanggar HAM.

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui
peraturan tertulis seharusnya dimasukan dalam peraturan perundang-undangan
delik khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan
doktrin perundang-undangan delik khusus telah diakui dan diterapkan oleh

Indonesia.
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5.2 SARAN

Tindak pidana terorisme harus diatur dalam sebuh peraturan perundang-
undangan yang khusus, tidak perlu dimasukan dalam KUHP karena tindak pidana
terorisme yang berkembang saat ini sangat khas, sehingga penanganan yang
dilakukan harus khusus. Harus jelas dalam menerapkan asas legalitas dan
penerapan asas retroaktif perlu dihindari dalam tindak pidana terorisme karena akan
membatalkan undang-undang. Pemerintah harus bisa mengkombinasikan draft
yang terdapat dalam RUU KUHP dan RUU Terorisme untuk menjadi sebuah
masukan yang lebih kompreshensif

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, gerakan terorisme merekrut
anggota baru untuk dijadikan teroris harus selalu diwaspadai. Perlu melibatkan
masyarakat dunia internasional agar uaya yang dilakukan dapat terdeteksi di
belahan dunia. Melibatkan masyarakat internasional memerangi terorisme bisa
melalui beberapa cara yakni, instrumen hukum yang dibuat oleh negara masing-
masing, membentuk organisasi dunia internasional yang fokus terhadap
pemberantasan terorisme, kerjasama bilateral dan multilateral bidang pertahanan
dan keamanan, komitmen bersama negara-negara maju untuk tidak menguasai
bidang kehidupan (ekonomi, politik, budaya, dan sosial), dan mengucilkan dari
dunia internasional terhadap negara yang menggagas perang. Cara tersebut
diharapkan mampu mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan tindak pidana
terorisme.

RUU KUHP yang digagas perlu melihat peraturan lebih tinggi diatasnya.
Supaya ketika disahkan, tidak menimbulkan gejolak di bidang hukum. Penerapan

pasal tentang terorisme harus dilihat dari pelbagai aspek. Aspek hukum, aspek
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sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya sehingga akan memberikan pandangan

yang luas dan akan bermanfaat bagi manusia.
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